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PEMERTNTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PENI}HIDIKAN IDAN KNBIIIDAYAANT

JI. H. Agus Salim - painan Telp (0756) 21602

SURtrT PENItrN'IAN PEilIBERIAII BtrTTUTUT
DtrITIl TLOIIflSI KHUSUS rISIK

ffiEIATAII:

PEMBANGUNAN/REIIABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

FEiiETiNTAH IIAERAH XAHIPATE}I ESI$R SH.ATAII

dengan

IGPAI.A SEIOI.AH Sml4EATAIIE IGPAS

Nomor

Tanggal

: 37 I TII I SARPRAS/ DAKPSMP/SI'VK/DPK.PS T 2.fr2D
: O2APRIL2O20

tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

: Dns. SYAFtt&M,pd

: Kepala UpT SMPN 4 Batang Kapas
: JL Kampung ladang

: ELIDARTITH.pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

tslirbk untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c4. pemerintah Kabupaten pesislr selatan*fmya disebut pfHAK pERTAttA

E had ini Kanis
Hrini:

L Nama

L iabatan

3. Alamat

L llama

L Jabatan

3. Alamat

ttixlak dan atas nama jaimtan tersebut diatas berdasarlon surat Keputusan Bupati pesisir selatan No.
u'2fg76lBKPSDM-2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutnya disebut piltAK KEDatA.;rul( PERTAMA dan PrHAK IGDUA secarc belsama terlebih dahutu menjetaskan dan menyadari
qeruhnya hal-hal sebagi berikut :

1" Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (l) : Pemerinhh dan Pemerinbh Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan sefta menjamin tersetenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seuap warga
negaa tanpa diskiminasi;



Nanar SPPB
Tanggal

: 37/tVft AKPRAS/DAK.PSMP/$/fi1DPK-PS202|
: 024pril2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan sarcna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilg keerdasan intele6ual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggunqiawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakag

D Pasal '16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

l{egara Republik Indonesia Tahun 19{5;

Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah saiu prioritas pembangunan

rrcional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota

mdakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkahn akses bagi masyarakat terhadap
perdidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
It15 yang rnewajibkan setiap saruan pendiciikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
nanunjang proses pembelajaran yang teratur dan berketanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
prdilikan;

Hffia Peraturan Presiden Repubtik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggat 30 Desember 2019
tsnbrg Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 nrenentukan bahwa kegiatan
ptngkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
ptg ditebpkan oleh Kepala Selolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
Hasis sekolah;

Eilta Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
TanggEl 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasionat Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Es& Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6' Hil,a untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran metalui Dokumen
Banaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.0r.01.15.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gefurq dan Pengadaan Sarana Pmsarana Sekotah Menengah pertama (DAK Regule r 2o20);

it' rnenyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu pefianjian pemberian

Itsta Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidilon Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
rtFd-yarat seperti datam pasaF-pasal di bawah ini :

Pafu*nfu*an



NunorSPPB
Tmggal

: 37IV/SARPMS/D AKpSMp/gAlr,/DpK-pSnaO
: 02,4pi12020

M"k r:"fffrrju"n
rqrrfian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rtt Inendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
Efm dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prcsarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
ffdcan' Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebaEaimana yang tercantum dalam g,a1B &
ffi serta beftanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

tingkup pekerjaan

rqirEan Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
uUehsaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendiciikan pada sMpN 4 Batang Kapas
rume$fti:

,- Fembangunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Jangka WaKu pelaksanaan

L hgb rmktu pelakanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hariErbr Ertritung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2o2o di*rrgPIHAKtcDUA.
a tf reDUA akan mulai metaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

h 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidangffir Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.
Hsnan kegiatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 pating lambat pada tangEal 30 DesemberIo.

pasal 4
Prinsip-Prinsip pekerjaan

ryiHp dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 melipuu :
iBzraan dikerjalon dengan mekanisrne swakelola,

r- lken asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabiritas,
lEmnaan partisipasi masyarakat daram pengetotaan kegiatan,

ffit*g kualiDas pekefiaan dengan barang yang dihasilkan,

W*mBantuan



NommSPPB
Tanggal

: 37/IVftAKPRAS/DAKPSMPNNT,/DPK-PSAfu0
: A2 Apfl2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHAK PERTAMA:

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

sebagaimana dimakud dalam Pasal3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

Kabupaten.

Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendidikan.

Melaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun petaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

2. PIHAK KEDUA:

a) Berbnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) l'lembentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

Q l'lehporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secarc periodik kepada PIHAK
PERTAI,IA.

d! llencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada piHAK

PERTA}iA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

pekerjaan sebagaimana dimakud datam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

EffX XEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
*gr bagian integral manajemen berbasis sekolah,

l Ellf IGDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus seuai dengan petunjuk Teknis

ln Hrnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-undangan yang terkait,
c, Ellf IGDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelatsanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

I7a6 PIHAK PERTAMA,

Ellf XEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

horan kenrajmn pekerjaan dan kelengkapan administasi tainnya pada tahapan pencairan dana,

'G t[ll( XEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengetuaran dalam buku kas serta

Fponn kanngan dari hasil pekerjaan,

Effi lGDfrA berkaruajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

&naan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan laktur pajak sesuai dengan peraturan

pmnfundangan,

c)

d)

PabrianBsntusn



NunorSPPB
Tmggal

: 37TV/SAWRAS/D AKPSMPfiTNxIDPK-PSAL2T
: A2Apr12A20

3 PIHAK rEDUA berkewajiban metakukan serah tedma hasil pekerjaan dengan nIHAK pERTAMA yang
frnngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L PrHAK NEDUA waiib menyimpan seturuh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang penclidikan Tahun
Anggaran 2020,

i' PrHllK IGDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
Fendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

r' Dalam pengawasan/pemerilsaan dan pengendatian pekerjaan, prHAK PERTAIIA dibantu oteh tenaga
Fasilihtor yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L PrHAK PERTAIIA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
ft#nhnp pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

&il|( Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2C20 yang diberikan PIHAK PERTAM-A kepada PIHAK
@'A sebesar Rp. 325.000.s00,- (l-iga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai
Hqrt:
a) Pembangunan laboratorium komputer

Itsta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
nGd 2.

pasal 9

Penyaluran Dana

penlaluran dana sebagaimana dimataud dalam pasal g ayat (l) sebagai berikut :

Tdtap r 
= 

25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseturuhan dana swakelola setelah perjanjian ini
&datanganikedua betah pihak beserh dokumen lainnya diterima dan disetujuiplHAK PERTAHA,

TdEp tr : 45% (Empat puluh lima perserahrs) dari keseturuhan dana s:wakelola apabila pekerjaan telah

-cpai 
bobot 20Yo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

d"riaan,

TdNap Itr : 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana suvakelola apabila pekerjaan telah

-apai 
bobot 650/o (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumenhsi dan progress

hrainn pekerjaan.

= Rp.325.000.0S,-

Pemkrtan Baantan



NomorSPPB
Tanggal

: 3UIVTSARPMS/D AKVSM?/SV{K/D?K_P Spr2o: 52,4pfl2020

(nlr prsararan disalurkan/transfer ke rekenlng prHAK KEDUA dengan rirrcian sbb :
ilrrn Rekening :

krDr Rekening : O4{rO.O2lO.269t9_3
lfma Bank : Bank Nagari Cabang painan

Pasal 1O

Force Majeure

fue Majeure adarah suatu keadaan yang terjadi diruar kemampuan manusia
f,lldad(an sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya
&q ep'ldemilg peperangan, pemogokan, sabohse, pemberontakan/kerusuhan.

& rFe brjadi force majeure maka PrHAK KEDUA segera memberitahukan kepada prHAK
ErAH/I secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun walcu 14 (empat belas) hari sejak* 'rorce majeure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oleh pihak bennrenang.

x' kahn pemberitahuan tefturis dari prHAK KEDUA sebagaimana yang dlmarcsud datam ayat (2)f PIIIAK PERTAIqA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujuit rrEnohk pei'mohonan dari prHAK KEDUA tersebut.

ffi pennohonan tertulis dari PrHiK KEDUA tentang force nnajeure diterima/disetujui maka akanfrran perubaha n perja njian seda ngkan perjanjia n awar dinyatakan batar.

Pasal tl
Sisa Dana

ffi PrllAK KEDUA datam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapatfrn unfuk menambah vorume atau sasaran <iengan percetujuan prHAK PERTAMA,
Dsisa dana udak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harustuqtil kembali ke kas daerah.

Pasal 12
pertanggungiawaban

nI rcDUA wajib membuat laporan secara berlola mengenai perakanaan pekerjaan / kemajuanffin kepada PIHAK PERTAMA.

If,rix reDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi kegiatank Hengtcpan administrasitainnya pada tahapan pencairan dana.

dan Udak dapat

seperti bencana

le*nfu*ot



Nomor SPPB
Tanggal

: 3 7/I Vft ARP RA S/D AK.P SMP/SVW,ID P kP SnA|
: U)A?ri12020

L lrynt perbnggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
lEAll/f sehmbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelalGanaan

1Eisr, dilampiriantara lain :

.D m Acara Serah Terima,

Dl Bfdi pertanggungjawaban keuangan seperti : hruitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti
ppdtnran lainnya,

., Efti sefioran pajalt

{ effEknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L fffi dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
Eant,an yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAMA

Fa sepiha k dapat memutuska n/menghentikan pekefi aan tercebut.

L imrhrsanlpenghentian sebagaimana dimakud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

-pembalikan 
seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

brtran perundang-undangan.

Pasal 14

PEilUTUP

Hia4 Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

o.tkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
f4eh UPTSMPil 4 Batang Kapas

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

b l*jb Pemberian Bantuan

2 001


